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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terhadap HIR
dalam pelaksanaan persidangan elektronik bagi pihak yang tidak diketahui
alamatnya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan, historis, dan komparatif dengan sumber bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA e-Court
secara normatif bertentangan dengan HIR karena HIR memiliki kedudukan setara
undang-undang sedangkan PERMA berada di luar hierarki UU Nomor 12 Tahun
2011. Namun dari perspektif kemanfaatan, keberadaan PERMA dapat dimaklumi
sebagai solusi kebutuhan peradilan cepat di era digital. Mengenai penentuan
alamat tidak diketahui, PERMA memperkenalkan mekanisme domisili elektronik
yang berbeda dengan HIR. Dalam PERMA, penentuan alamat dilakukan bertahap:
melalui domisili elektronik, alamat fisik dengan Surat Tercatat, dan panggilan
umum. Perbedaan mendasar terletak pada pengakuan domisili elektronik sebagai
alat penentu alamat. Penelitian merekomendasikan harmonisasi PERMA dengan
HIR melalui pembentukan undang-undang hukum acara perdata nasional serta

penguatan infrastruktur dan sosialisasi e-Court.

Kata Kunci: PERMA, HIR, Persidangan Elektronik, E-Court, Alamat Tidak Diketahui
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JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF SUPREME COURT
REGULATION NUMBER I OF 2019 JO. SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 7 OF 2022 TOWARDS THE HERZLIEN INDONESISCH
REGLEMENT (HIR) IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC
COURT PROCEEDINGS FOR PARTIES WHOSE ADDRESS IS UNKNOWN

Aunur Romadlon
Law Undergraduate Program, Faculty of Law, University of Gresik

ABSTRACT

This research analyzes the legal position of Supreme Court Regulation
(PERMA) Number 1 of 2019 jo. PERMA Number 7 of 2022 against HIR in the
implementation of electronic trials for parties with unknown addresses. This
normative legal research employs statutory, historical, and comparative
approaches with primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings
reveal that PERMA e-Court normatively contradicts HIR because HIR holds
equivalent status to law while PERMA falls outside the hierarchy of Law Number
12 of 2011. However, from a utility perspective, the existence of PERMA is
justifiable as a solution for fast court proceedings in the digital era. Regarding the
determination of unknown addresses, PERMA introduces an electronic domicile
mechanism different from HIR. Under PERMA, address determination is
conducted in stages: through electronic domicile, physical address with Registered
Mail, and public summons. The fundamental difference lies in the recognition of
electronic domicile as an address determination tool. The research recommends
harmonization of PERMA with HIR through the formation of a national civil

procedure law, as well as strengthening infrastructure and e-Court socialization.

Keywords: PERMA, HIR, Electronic Trial, E-Court, Unknown Address
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